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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme
diversi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika anak di Polresta
Palembang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Informan dalam penelitian ini yaitu pihak kepolisian dan orang tua dari anak
yang terlibat tindak pidana narkotika. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Uji keabsahan data yang
digunakan meliputi uji credibility, uji transferability, dan uji dependability.
Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diversi adalah suatu
pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana
tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara
tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh
keluarga dan atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa
atau Hakim. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak
negatif keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan Anak
merupakan sistem peradilan yang bersifat restorative justice dengan
mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang.
Kata-kata kunci: Tindak Pidana Narkotika Anak, Diversi, Hukum
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IMPLEMENTATION OF THE DIVERSION MECHANISM IN
RESOLVING CHILDREN'S NARCOTICS CRIME CASES WITH
THE PALEMBANG POLICE POLICE

By :
AYTHUTU
Student Indentification Number 06051181320011
Study Program : Pancasila and Civic Education

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the diversion
mechanism in resolving cases of child narcotics crime in Polresta Palembang
using a descriprive method with a qualitative approach. Informants in this study
are the police and parents of children involved in narcotics crime. Data collection
techniques used were documentation, interviews and observations. The validity
test of the data used includes the credibility test, the transferability test, and the
dependability test. Data analysis techniques used are data reduction, data
presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the analysis of
data that has been done previously, it can be concluded that diversion is a
diversion of the settlement of cases of children suspected of committing certain
criminal acts from the formal criminal process to the peaceful settlement between
the suspect / defendant / criminal offender and victims facilitated by the family
and / or the community, Community Guidance for Children, Police, Prosecutors
or Judges. The application of the diversion is intended to reduce the negative
impact of children's involvement in a judicial process. Juvenile Justice is a justice
system that is restorative justice by prioritizing the needs and interests of the
future.

Key words: Child Narcotics Crime, Diversity, Law
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah menimbang huruf a sebagai
landasan filosofis tentang pengadilan anak yang telah dinyatakan bahwa anak
adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia dengan
potensi sebagai penerus cita-cita pejuangan bangsa, yang memiliki peranan
strategis dan mempunyai ciri dari sifat khusus dengan memerlukan pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,
mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Pendapat Adi
2015:122 mengatakan:

“Diversi suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses
peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, diversi juga
bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju
proses non-yutisial. Pelaksanaan untuk mengalihkan proses peradilan anak
menuju proses non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa
keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan
stigmasisasi”.

Kemudian, pada bagian menimbang adanya huruf b dinyatakan, bahwa
untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak
diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat
hukum yang jauh lebih mantap dan memadai. Dengan demikian, ketentuan
mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak diperlukan secara khusus yaitu :

“Bertolak dari konsiderans tentang pengadilan anak tersimpul dengan
tujuan pemidanaan bagi anak yang ditempuh melalui mekanisme dalam
rangka untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepentingan
anak. Dengan demikian, menjamin pertumbuhan serta perkembangan baik
fisik maupun mentalnya sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun
1997 (Marlina, 2009:11).

Selanjutnya, dengan ini dicabutnya tentang pengadilan anak dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan diganti tentang sistem peradilan pidana anak

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kebijakan

diversi telah diatur secara limitative dalam bab Il tentang diversi pada pasal 6
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sampai dengan pasal 15 (Marlina, 2009:16). Kemudian, diamanatkan dalam
standart minimum rules for the administration of juvenile justice (SMR-JJ) atau
yang lebih dikenal dengan beijing rule, bahwa dipandang penting dengan adanya
jaminan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan
kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah dan kejahatan yang
melibatkan anak, dengan tidak mengambil jalan formal seperti menghentikan atau
tidak meneruskan melalui proses peradilan pidana atau mengembalikan serta
menyerahkan kepada masyarakat, orangtua, dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan
sosial lainnya. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar
dari nampak negatif penerapan pidana. Selanjutnya, diversi juga mempunyai esensi
tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diversi mempunyai relevansi dengan
tujuan pemidanaan terhadap anak. Relevansi antara diversi dengan tujuan
pemidanaan bagi anak nampak dalam hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Diversi sebagai pengalihan proses yustisial menuju proses non yustisial
bertujuan meghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali
memberikan pengalaman pahit berupa stigmatisasi berkepanjangan,
dehumanisasi dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya
prisonisasi yang menjadi sarana transfer kejatan terhadap anak.

2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak, baik dalam bentuk pidana penjara
maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan
pidana memberikan pengalaman yang traumatis terhadap anak, sehingga
anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya.

3. Melindungi masyarakat disatu sisi dan melindungi individu pelaku di sisi
yang lain.

4. Relevansi pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non
yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak
terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, salah satu aspek
pokok tujuan pemidanaan, menggunakan aspek perlindungan masyarakat
dan aspek perlindungan individu yaitu :

Anak akan terhindar dari penerapan hukum pidana sebagai salah satu
faktor kriminogen. Dengan demikian, munculnya dampak negatif
penerapan hukum pidana adalah salah satunya termasuk kepada anak, akan
melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi
faktor kriminogen. Dengan demikian, menghindarkan anak dari penerapan
hukum pidana depenalisasi justru dapat menghindarkan adanya faktor
kriminogen berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan berpikiran
menjalankan perbuatan yang tidak diinginkan kembali. Dengan demikian,
menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat

28
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kejahatan.

a) Diversi pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi
dengan lingkungannya. selanjutnya, anak tidak perlu lagi melakukan
readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan dengan pengalihan itu juga anak
akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali
merupakan sarana transfer kejahatan.

b) Perkembangannya hukum pidana juga perlu memperhatikan korban
kejahatan. Orientasi hukum pidana dengan persoalan perbuatan pidana dan
pelaku telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak respec
terhadap korban dalam konteks anak sebagai orang yang melakukan
penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hal tersebut, tidak semata-mata
dilihat sebagai pelaku tetapi bisa juga sebagai korban yang membutuhkan
prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkotika.
Kewenangan polisi adalah suatu kebiasan-kebiasaan yang dilakukan pada

anggota yang bertugas dengan perlindungan hukum salah satunya memberikan
tindakan yang bertanggung jawab dari perlakuan masyarakat yang berlangsung.
Kemudian, masyarakat yang merasa bersalah dengan tindakan yang terjadi pada
anak menjadi suatu perlindungan dengan terbentuknya aturan-aturan yang ada
dengan sistem peradilan pidana. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak
walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa
tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja
masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial menuju
kesempurnaan seperti yang dimiliki orang dewasa. Konsekuensinya reaksi terhadap
anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa. Peneliti melakukan
studi pendahuluan dengan metode wawancara kepada Wakasat Res Narkoba di
Polresta Palembang pada tangga |7 Maret 2019. Hasil studi pendahuluan peneliti
mengungkapkan kasus perlindungan hukum tindak pidana narkotika pada anak di
Polresta Palembang memiliki suatu penyelesaian yang dikenal dengan istilah
diversi. Diversi ini dilaksanakan pada anak yang mendapatkan ancaman hukuman
dibawah tujuh tahun. Selanjutnya, tanpa memberikan aturan terhadap anak yang
lebih dari tujuh tahun dimana anak yang terancam hukuman memerlukan
perlindungan hukum.Setelah proses perlindungan hukum dalam sistem peradilan
pidana maka dilanjutkan dengan proses diversi berakhirnya proses hukuman yang
terjadi berarti menandakan anak yang melakukan tindak kejahatan wajib

mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini
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tidak adanya norma yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak
yang terancam hukuman diatas tujuh tahun. selanjutnya, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengedepankan asas perlindungan
hukum terhadap anak di Polresta Palembang.Sejalan dengan teori Soekanto dalam
Mamudji (2006:13) mengatakan:
“Perlindungan dengan kepolisian terutama oleh penyidik untuk
melindungin hak-hak anak berdasarkan hukum. Dalam anggota
kepolisian terutama oleh penyidik untuk melindungi hak-hak anak yang
berkonflik dengan hukum demi mendapatkan suatu perlindungan dan
keadilan dalam hukum”.

Penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum dilakukan oleh Soekanto
dkk (2009) di Palembang yang berjudul “Pelaksanaan Diversi Dalam
Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak Dengan Pihak Kepolisian
Narkotika Anak Dengan Pihak Kepolisian Polresta Palembang hasil penelitian
tersebut. Kemudian, penelitian oleh Soekanto dalam Mamudji (2006:56)
melakukan tindakan kepolisian tidak terlepas dari adanya wewenang yang melekat
pada institusi polri yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang atau
kewenangan adalah kekuasaan hukum hak untuk memerintah atau bertindak atau
kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup
melaksanakan kewajiban dipublik. Secara teoritik wewenang yang bersumber dari
peraturan perundangan-undangan tersebut diperoleh dari tiga cara yaitu, atribusi,
delegasi, dan mandate.

Selanjutnya, penggunaan hukum oleh Soekanto dalam Mamudji (2006:35)
di Semarang penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan untuk menghindarkan anak
dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan. Selanjutnya, salah satu dari diversi
pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif
penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh
dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Secara umum tujuan pemidanaan
pada hakikatnya terdiri untuk melindungi masyarakat disatu sisi dan di sisi lain
melindungi individu. Salah satu aspek perlindungan masyarakat dengan
perlindungan individu dapat dijelaskan dari pengalihan anak yang terhindar hukum

pidana khususnya dengan pengalihan maka anak akan terhindar dari dampak
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negatif tindakan kejahatan. Diversi atau pengalihan yang memberikan dua
keuntungan sekaligus terhadap individu anak yang pertama pengalihan tersebut
akan tetap melakukan komunikasi dengan lingkunganya sehingga dengan demikian
anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas peneliti belum
menemukan penelitian mengenai Pelaksanaan Diversi Dalam Menyelesaikan
Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak Dengan Pihak Kepolisian Polresta
Palembang. Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut, berdasarkan hasil dari
studi pendahuluan dengan metode wawancara kepada Wakil Kepala Satuan
(Wakasat) Polresta Palembang pada tangga 17 Maret 2019 Wakasat mengatakan
Pelaksanaan Kapolresta Palembang dalam menyelesaikan kasus tindak pidana
narkotika anak banyak mengalami perkembangan seperti pada saat perlindungan
anak sebagai usaha melindungi agar dapat melaksanakan hak dan kewajibanya
secara seimbang dan manusiawi. Salah satu perwujudan berupa, pembinaan,
pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan
penjaminan. Sebagai pelaksanaan yang memberikan perlindungan terhadap anak
dalam proses peradilan agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan.
Selanjutnya, segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak
yang dilakukan oleh polisi, jaksa, atau pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan
pada suatu prinsip demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi, apakah
hakim menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa
yang paling baik untuk kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi
kepentingan masyarakat.
Hal ini tidak lain justru akan menimbulkan bentuk kejahatan lain atau
korban lain sebagaimana dikemukakan oleh Gosita (1989:2) menyatakan bahwa :
“Penghalangan kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional,
masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil dalam suatu
penyimpangan yang mengandung faktor-faktor menimbulkan kejahatan dan

korban”.

Bedasarkan kondisi anak terbukti melakukan kejahatan tetap harus
mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan walaupun dalam kondisi
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anak delikuen sudah dijatuhi sanksi pidana maka demi kepentingan anak tersebut
dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya. Berawal dari pemikiran
bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan
pidana anak yang sangat besar dalam perkembangan hukum pidana juga perlu
memperhatikan korban kejahatan salah satunya orientasi hukum pidana yang hanya
cenderung pada persoalan perbuatan pidana dan pelaku telah melahirkan konstruksi
hukum pidana yang tidak respon terhadap korban. Padahal dalam konteks anak
sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, tidak dapat semata-mata
dilihat sebagai pelaku tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang
membutuhkan prioritas pengentasan dengan ketergantungan narkotika.

Tabel 1.1 Jumlah Anak Pengguna Narkotika di Palembang

No Tahun Jumlah (orang)
1. 2015 44
2. 2016 52
3. 2017 35
4, 2018 33
5. 2019 28
Jumlah 192

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2018

Selanjutnya, kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk
mendukung tercapainya kesejahteraan anak yang pada gilirannya akan mengurangi
campur tangan sistem peradilan pidana anak. Oleh karena nya, anak dalam proses
penyidikan dan penuntutan harus dihindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan
dengan kontak awal antara anak dengan polisi harus terhindarkan dari penanganan-
penanganan yang berupa gertakan kekerasan fisik dan sebagainya. Selanjutnya,
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian jaksa dan hakim
untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
pidana yang dilakukan oleh anak tidak berlanjut ke pengadilan tingkat pemeriksaan
pengadilan hingga pemidanaan yang diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi
semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang
masih labil.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut diperlukan adanya ide perlindungan
hukum dalam kepolisian terutama oleh penyidik untuk melindungi hak-hak anak
yang berkonflik dengan hukum demi mendapatkan suatu perlindungan dan keadilan
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dalam hukum. Salah satu yang terkait dalam upaya perlindungan hukum kepolisian
dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan khusus dari
penelitian ini adalah pelaksanaan diversi terhadap pengaturan serta perlindungan
hukum.

Penelitian ini berharap dapat menyelesaikan perkara yang terjadi dengan
perlindungan hukum yang tertera langsung dari pihak kepolisian sehingga peneliti
mengetahui Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian
yang berjudul Pelaksanaan Mekanisme Diversi Dalam Menyelesaikan Kasus
Tindak Pidana Narkotika Anak Dengan Pihak Kepolisian Polresta
Palembang.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah

bagaimana Pelaksanaan mekanisme diversi dalam menyelesaikan kasus tindak

pidana narkotika anak di Polresta Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme

diversi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika anak di Polresta
Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini yaitu ;

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus tindak pidana
narkotika dari pihak kepolisian. Berkaitan dengan tindak pidana narkotika anak
yang meliputi mekanisme diversi. Memberikan gambaran umum tentang
pentingnya tindak pidana narkotika anak yang masih butuh pengayoman di Polresta

Palembang.

1.4.2 Secara Praktis
1.4.2.1 Bagi Masyarakat
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi
masyarakat seperti orangtua tentang pentingnya menjaga anak dengan
memperhatikan kegiatan dilingkunganya serta tidak termasuk dalam anak yang
melakukan tindak pidana kejahatan. Salah satu caranya dengan memberikan
perhatian lebih terhadap anak bagi kepolisian melalui mekanisme diversi di Polresta
Palembang.

1.4.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman
mengenai pentingnya memberikan perhatian kepada anak yang masih dibawah
umur agar tidak sempat termasuk dalam tindak pidana narkotika anak dalam

mekanisme diversi yang sudah berlaku di pihak Kepolisian yang berwajib.
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